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PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR   5  TAHUN 2009 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA TANGERANG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (2)  dan ayat (3) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu 
ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya; 

b. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah secara 
optimal, maka pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, 
terpadu dan berkesinambungan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi baik 
landasan hukum maupun materi yang diatur didalamnya, 
sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 
  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4168); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah  dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3176); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebar-luasan Peraturan Perundang-
undangan; 

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 
DAN 

WALIKOTA TANGERANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI 
SIPIL (PPNS). 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 
Peraturan Daerah Kota Tangerang. 

5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangka. 

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai 
PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus 
oleh peraturan perundang–undangan untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia tertentu  yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan. 

8. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap 
Peraturan Daerah. 
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9. Tim Pembina PPNS adalah Tim Pembina PPNS Kota 
Tangerang. 

10. Tim Kehormatan Kode Etik PPNS adalah Tim Kehormatan Kode 
Etik PPNS Kota Tangerang. 

11. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma 
yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS 
dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda yang 
berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal  2 

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota 

 

Pasal  3 

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik 
POLRI. 

 

Pasal  4 

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, PPNS mempunyai wewenang : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
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selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut 
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
(2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan 

penangkapan dan atau penahanan. 
 
 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5 

(1) PPNS di samping memperoleh haknya sebagai PNS 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tentang kepegawaian, kepadanya dapat diberikan tambahan 
penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

 
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dengan 
pertimbangan objektif tempat bertugas, kondisi kerja dan 
kelangkaan profesi.  

 
(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
 

Pasal 6 

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban : 

a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan 
atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap 
Peraturan Daerah; 

b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama; 

c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 

1. pemeriksaan tersangka; 
2. penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya; 
3. penyitaan barang bukti; 
4. pemeriksaan surat-surat; 
5. pemeriksaan saksi; 
6. pemeriksaan di tempat kejadian. 

 

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui 
Kepala SKPD masing-masing. 

 
 
 

BAB IV 


